
BUPATIBENGKAYANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR 5I TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka perencanaan penanganan 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
dilakukan berbagai tahapan, salah satunya yaitu 
tahapan Penyusunan Rencana Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan 
dalam bentuk Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2022-2026; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247), sebagaimana telah diubah dalam Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
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Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011  ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 
ten tang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 0 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5883) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6624); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan 
Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6628); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2021 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 31 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6633); 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 785); 

14 .  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Bangunan Gedung Kabupaten Bengkayang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 6); 
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15. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkayang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2012 Nomor 1,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) ;  

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 No 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 
Bengkayang Nomor 1 1 )  sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 
Bengkayang Nomor 5); 

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 6). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG 
REN CANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN 
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN 
KUMUH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2026 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 
2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
6. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman. 

7. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang 
menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya 
ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang 
sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin 
dicapai bersama. 

8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang Dibahas 
dan Disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya di singkat APBN 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

10. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1 1 .  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk 
kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun 
sumber dana lainnya. 

12.  Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan 
dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan 
permukiman kumuh yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang 
berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk 
mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. 

13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan 
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk 
di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system 
pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 
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14. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah 
yang layak huni. 

15 .  Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan. 

16.  Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan 
Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

17. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, 
penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system 
pembiayaan, serta peran masyarakat. 

18. Lingkungan hunian adalah bagian dari Kawasan permukiman yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 

19. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

20. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat. 

2 1 .  Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 
kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 
layak, sehat, aman, dan nyaman. 

23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi. 

24. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 

25. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 

26. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru. 

27. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta 
prasarana, sarana dan utilitas umum. 

28. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau 
pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi 
perumahan dan permukiman yang layak huni. 

29. Peremajaan adalah kegiatan perornbakan dan penataan mendasar 
secara rnenyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan 
utilitas urnum perurnahan dan permukiman. 

30. Pernukirnan Kernbali adalah kegiatan memindahkan masyarakat 
terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kurnuh 
yang tidak rnungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. 
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3 1 .  Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan 
permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap 
laik fungsi. 

32. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kedataan 
perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan 
termasuk sebagian aspek tata bangunan. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut 
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 
290/DPRPLH/TAHUN 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh 
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022. 

Pasal 3 

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk: 
a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan; 
b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 

kumuh dan Permukiman kumuh; 
c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 

Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; 
d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh 

dan Permukiman kumuh; 
e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah; 
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan 
g. merumuskan peran pemangku kepentingan. 

Pasal 4 

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu: 
a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah; 

b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang; dan 

c. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni. 

Bagian Ketiga 
Fungsi RP2KPKPK 

Pasal 5 

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif 
yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik, sosial, 
ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik. 



8 

b. Dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh jangka menengah yang 
disusun oleh Kabupaten Bengkayang yang berisis rumusan konsep, 
strategi kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan 
perumahan dan permukiman yang bebas kumuh. 

c. Dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lingkup 
penangannya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa 
rencana kegiatan penanganan bersifat fisik 
namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik. 

d. Acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala kawasan. 

Bagian Keempat 
Penyusunan RP2KPKPK 

Pasal 6 

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang. 

Pasal 7 

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) disusun melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. survei; 
c. penyusunan data dan fakta; 
d. analisis; 
e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 

kumuh dan Permukiman kumuh; dan 
f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 

kumuh dan Permukiman kumuh. 

Pasal 8 

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) memuat: 
a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh. 
d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. 
e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh. 
f. pencana penyediaan tanah. 
g. rencana investasi dan pembiayaan. 
h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan. 

Pasal 9 

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara 
Kabupaten, Provinsi, Pusat, Swasta, dan Masyarakat. 
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Bagian Kelima 
Lingkup Wilayah RP2KPKPK 

Pasal 10 

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) disusun terhadap lokasi yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Bengkayang sebanyak 4 (empat) lokasi dengan 
luasan kumuh sebesar 83, 1 1  Ha, yang terdiri dari : 
1. Kawasan Bumi Emas 22,60 Ha 
2. Kawasan Sungai Duri 21,52 Ha 
3. Kawasan Jagoi 22,46 Ha 
4. Kawasan Lesabela 16,53 Ha 

Bagian Keenam 
Lingkup Materi RP2KPKPK 

Pasal 1 1  

Sistematika Rencana Penyusunan RP2KPKPK meliputi : 
a. kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan; 
b. profit perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
c. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
d. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 
e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh; 
f. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 
g. rencana penyediaan tanah; 
h. rencana investasi dan pembiayaan; 
1. rumusan peran pemangku kepentingan; dan 
j. peta dan album peta. 

BAB II 

RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN 
KUMUH DAN PERMUKlMAN KUMUH DI KABUPATEN BENGKAYANG 

Pasal 12 

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui program pengawasan dan 
pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat. 

BAB III 

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKlMAN KUMUH DI KABUPATEN BENGKAYANG 

Pasal 13 

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
dilaksanakan meliputi rencana : 
a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan 

rencana aksi tahunan; dan 
b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan 

kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun 
pertama. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
Pada tanggal Joi 2022 

BUPATI BHNGKAYANG, 

SEBASTIANUS DARWIS 

Diundangkan di Bengkayang 
Pada tanggal s Ju 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG 

OBAJA 

5l BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR . 

Salinan sesuai dengan aslinya 

IAN HUKUM 

RAH KAB.BENGKAYANG, 
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